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ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the quality of land certificate
issuance services and to determine and analyze what, the study shows that the
quality of land certificate issuance services at the Gorontalo factors need to be
improved in improving the quality of land certificate issuance services at the
Gorontalo Regency Land Office. This study is a study that uses a Qualitative
method with a descriptive analysis approach, which tries to provide an overview of
the quality of service and the factors that determine the quality of service. The
analysis method is carried out through data reduction, data presentation, and
drawing conclusions. The informants in this study consisted of internal informants
from the Gorontalo Regency Land Office and external informants from the
Community who had applied for land certificates. The study was conducted for 1
month from March to April 2025. Based on the results and discussionsRegency
Land Office is good, only the time factor for completing the certificate is not
optimal. Furthermore, organizational factors, there are limited human resources
which cause a high workload.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa negara wajib memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tertulis dalam Pasal 28H ayat (2) yang
menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan serta perlakuan
khusus agar bisa memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi
mencapai keadilan dan kesetaraan (Koeswidarbo, 2024). Sejalan dengan itu,
tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan khususnya di
instansi pelayanan publik juga mengemuka. Hal ini bisa dipahami mengingat
selama ini kualitas pelayanan dirasakan belum memenuhi standar pelayanan
yang baik. Seperti yang sering kita dengar dan baca diberbagai media cetak
maupun media elektronik. Kegagalan dalam membangun komunikasi
pelayanan publik dapat menghambat aliran informasi pelayanan publik. Hal
tersebut pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya kepercayaan
Masyarakat kepada instansi terkait.

Pelayanan publik yang bermutu serta mampu memberikan kepuasan kepada
masyarakat merupakan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh
pemerintah. Mutu pelayanan publik dalam memberikan layanan secara optimal
kepada masyarakat pada umumnya dapat membentuk nilai kepercayaan dalam
hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah
berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal
agar setiap warga memperoleh pelayanan yang tanggap, andal, terjamin,
empatik, dan nyata, sehingga menciptakan rasa nyaman dalam proses
pengurusan administrasi. (Gustiar et al, 2023)

Adapun untuk mengatasi persoalan pelayanan publik serta untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, oleh pemerintah telah dikeluarkan
beberapa peraturan yang terkait dengan pelayanan publik, diantaranya Undang-
Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang ini
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara

masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Sementara itu asas-asas



pelayanan publik menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009 terdiri dari dua
belas asas, antara lain asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan
hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan
perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan
perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan,
kemudahan, dan keterjangkauan. Sedangkan Tujuan dari undang-undang
tentang pelayanan publik ini adalah:

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bertujuan untuk menjamin
kepastian hukum hak atas tanah maka diselenggarakan Pendaftaran Tanah di
seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan Pendaftaran Tanah tersebut berdasarkan
Pasal 19 Ayat (2) meliputi:

a. Pengukuran perpetaan dan pemukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat. (Koeswidarbo, 2024).

Tindak lanjutnya Pasal 19 UUPA diatur dalam PP Nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Memuat asas-asas Pendaftaran Tanah sebagai diatur
berdasarkan Pasal 2 PP No. 24 tahun 1997 yaitu Pendaftaran tanah dilaksanakan
berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Adapun

tujuannya dilengkapi berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 24 tahun 1997 yaitu:



a. Untuk memberikan kepastian hukum sera perlindungan kepada
pemegang hak atas sebidang bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak yang terdaftar, sehingga pemegang hak tersebut dengan mudah
dapat membuktikan dirinya secara sah sebagai pemilik yang
bersangkutan; (Koeswidarbo, 2024).

b. Untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dapat dengan mudah memperoleh data yang
diperlukan dalam melaukan perbuatan hukum terkait bidang tanah dan
satuan rumah susun yang telah terdaftar;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Menindaklanjuti tujuan Pendaftaran Tanah tersebut, Badan Pertanahan
Nasional (BPN) merupakan instansi pemerintahan yang bertanggung jawab atas
urusan pertanahan. Sehubungan dengan adanya Badan Pertanahan Nasional
(BPN) pemerintah dapat mengawasi dan memberikan pelayanan terkait segala
bentuk urusan yang berkaitan dengan pertanahan. Kantor Pertanahan di Tingkat
daerah Kabupaten/Kota juga tak luput dari keluhan dan tuntutan masyarakat
dalam meningkatkan kualitas pelayanan, terutama pelayanan pensertipikatan
tanah. Sebagai instansi pelayanan publik, BPN berperan besar dalam menjamin
hak kepemilikan tanah melalui penerbitan Sertipikat tanah.

Namun dibeberapa daerah, termasuk di Kantor Pertanahan Kabupaten
Gorontalo, kualitas pelayanan penerbitan Sertipikat tanah masih sering
mengalami kendala. Salah satunya, proses penerbitan Sertipikat tanah menjadi
lebih lama, yang membuat pelayanan menjadi kurang efisien, Salah satu
penyebab kualitas pelayanan publik masih kurang efisien disebabkan oleh
keterbatasan jumlah pegawai dalam memberikan pelayanan serta masih adanya
pegawai yang belum sepenuhnya menguasai proses pensertipikatan tanah. Hal
ini yang menjadi isu tama dalam pelayanan pertanahan, dimana keterlambatan
dan ketidakefisienan dalam penerbitan sertipikat tanah berdampak pada tingkat
kepercayaan masyarakat. Sementara itu, dalam upaya memperbaiki kualitas
pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo berusaha meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, yang meliputi:
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Tertib Adminsitrasi

Ketersediaan dan kejelasan fungsi loket

Kejelasan Prosedur Pelayanan

Kejelasan dan kelengkapan persyaratan

Kepastian Biaya

Kejelasan dan kepastian waktu penyelesaian Pelayanan

Pemberian pelayanan informasi

Penataan ruang kerja yang efisien dan efektif sesuai dengan mekanisme

kerja/simpul-simpul pelayanan.

Disamping itu agar pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo

memenuhi standar pelayanan yang baik, dikeluarkan Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SPPP) yang terdiri dari pelayanan:

a.

IS

o

f.

Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
Pengukuran Bidang Tanah;

Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan

Pengelolaan Pengaduan.

Sementara ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

a.
b.

C.

d.

e.
f.

Persyaratan;

Prosedur;

Waktu;

Biaya;

Produk pelayanan; dan

Pelaporan.

Sebagai instansi pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo

memiliki tugas penting untuk memberikan pelayanan yang optimal, cepat,

sederhana, terjangkau, dan transparan, sehingga mampu memenuhi kepuasan

masyarakat sebagai penerima layanan. Pelayanan dapat dikatakan optimal jika



dalam prosesnya telah memenuhi standar kualitas pelayanan yang mencakup
keandalan, jaminan, bukti fisik, empati, dan responsivitas.

Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan adalah kegiatan pendaftaran
tanah pertama kali yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas
kepemilikan tanah.

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Pendaftaran tanah secara sistematik

b. Pendaftaran tanah secara sporadik
Dalam penelitian ini objek pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Gorontalo lebih difokuskan kepada pensertipikatan tanah melalui kegiatan
pendaftaran tanah pertama kali (Sporadik),

Berikut parafrase kalimat tersebut sesuai dengan KBBI dan menggunakan
bahasa baku:

Kegiatan pelayanan penerbitan sertifikat tanah dilakukan melalui
pendaftaran tanah untuk pertama kali, yakni proses sertifikasi tanah terhadap
bidang tanah yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat. Adapun
dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan
bahwa pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang
dilaksanakan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar menurut
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Kegiatan pelayanan penerbitan sertifikat tanah melalui pendaftaran tanah
pertama kali secara sporadik memberikan penguatan terhadap penguasaan dan
kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat, sehingga dapat menjamin
kepastian hukum.

Disamping itu untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan penerbitan
Sertipikat tanah hak milik pertama kali (Sporadik) di Kantor Pertanahan
Kabupaten Gorontalo, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN
SERTIPIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
GORONTALO”



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.

Bagaimanakah Kualitas Pelayanan penerbitan Sertipikat tanah hak milik

pertama kali (Sporadik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo?

2. Faktor— Faktor apa saja yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan kualitas

pelayanan penerbitan Sertipikat tanah hak milik pertama kali (Sporadik) di

Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

a.

Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan penerbitan
Sertipikat tanah hak milik pertama kali (Sporadik) di Kantor Pertanahan
Kabupaten Gorontalo.

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang perlu diperbaiki
dalam meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Sertipikat tanah hak

milik pertama kali (Sporadik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo.

2. Manfaat Penelitian:

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a.

Manfaat Akademis; lebih memperkaya pengetahuan tentang kualitas
pelayanan yang berhubungan dengan pensertipikatan tanah pertama kali
(Sporadik).

Manfaat Praktis; sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan
Kabupaten Gorontalo untuk memperbaiki kualitas pelayanan penerbitan

Sertipikat tanah pertama kali (Sporadik).



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya diperoleh kesimpulan
sebagai berikut;
1. Kualitas pelayanan
Kualitas Pelayanan penerbitan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Gorontalo melalui kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara
umum sudah baik, dan di setiap fokus penelitian diperoleh uraian sebagai
berikut:

a. Persyaratan, dinilai sudah baik yang ditunjukkan oleh penyampaian
persyaratan secara jelas oleh petugas, dan telah mengacu pada standar
pelayanan yang ada, hanya terkadang persyaratan ini bisa bertambah,
apabila dalam prosesnya memang dibutuhkan persyaratan lainnya yang
harus dipenuhi.

b. Prosedur, dinilai sudah baik yang ditunjukkan oleh penyampaian prosedur
secara jelas oleh petugas, dan telah mengacu pada standar pelayanan yang
ada, hanya saja alur prosedur masih sebatas disampaikan secara lisan oleh
petugas dan belum digambarkan.

c. Waktu, dinilai belum baik yang ditunjukkan masih adanya sebagian
permohonan sertipikat yang penyelesaiannya melebihi standar waktu
yang ditetapkan dalam standar pelayanan Kementerian agrarian dan tata
ruang/badan pertanahan nasional.. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa
hal, diantaranya tidak segera dilengkapinya kekurangan persyaratan, tidak
segera dipenuhinya kewajiban membayar BPHTB bagi yang kena,
kurangnya pegawai, maupun karena faktor teknis lainnya seperti sering
terjadinya pemadaman listrik serta tidak terkoneksinya fasilitas internet
secara baik mengingat pelayanan sertipikat di kantor pertanahan sudah

terintegrasi secara online.
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d. Biaya, dinilai sudah baik yang ditunjukkan dengan penyampaian biaya
oleh petugas yang sudah mengacu pada PP. 128 tahun 2015. Disamping
itu biaya setiap pelayanan dapat dilihat pada papan informasi yang ada di
ruang pelayanan.

e. Kualitas Produk, dinilai sudah baik yang ditunjukkan kurangnya
kesalahan dalam sertipikat yang dikeluarkan, baik itu kesalahan ketik
(nama pemohon, luas, batas-batas, tanggal penerbitan dsbnya) maupun
kesalahan penggambaran bidang tanah.

f. Kompetensi Pegawai, dinilai sudah baik yang ditunjukkan melalui
pemahaman dan penguasaan petugas terhadap prosedur pelayanan, serta
kemampuan petugas ukur dalam melaksanakan kegiatan pengukuran.
Khusus petugas ukur, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki
ditunjang oleh latar belakang pendidikan mereka yang merupakan lulusan
Diploma I pengukuran dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Yogyakarta.

g. Perilaku Pegawai, dinilai sudah baik yang ditunjukkan melalui perilaku
pegawai yang selalu ramah dan membantu menjelaskan tata cara
pengisian blangko formulir dan prosedur pelayanan kepada masyarakat
secara baik.

2. Faktor-faktor Penentu Kualitas Pelayanan

faktor dinilai belum baik. kondisi dari masing-masing faktor diuraikan

sebagai berikut:

a. Faktor organisasidinilai belum baik, karena ada keterbatasan SDM yang
menyebabkan beban kerja yang tinggi, sehingga berpengaruh terhadap
waktu penyelesaian sertipikat tanah.

b. Faktor disiplin kerja pegawai dinilai sudah baik, dinilai dari ketaatan
masuk dan pulang kantor tepat pada waktunya, serta adanya tanggung
jawab dalam menyelesaikan tugas dan disiplin.

c. Faktor sarana dan prasarana dinilai sudah baik, namun untuk sarana

kenderaan operasional dan alat ukur masih kurang. Oleh karena itu perlu
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adanya tambahan alat ukur agar mendukung pelaksanaan tugas

dilapangan

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan

a.

Persyaratan sebaiknya disampaikan oleh petugas sejak awal, terhadap
kemungkinan adanya persyaratan tambahan, agar masyarakat sudah
mengetahui kemungkinan adanya persyaratan tambahan tersebut,
sehingga tidak terkesan persyaratan diminta berulang-ulang, selain itu,
kepala seksi juga perlu melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai
untuk memastikan hal ini dilaksanakan dengan baik.

Prosedur, sebaiknya tidak hanya disampaikan secara lisan tetapi juga lebih
banyak di sosialisasikan ke Masyarakat. sehingga setiap masyarakat
langsung dapat mengetahui setiap alur prosedur dalam penerbitan
sertipikat pada kegiatan pendaftaran tanah pertama kali.

Waktu, sebaiknya perlu dijelaskan lebih awal mengenai faktor-faktor
penyebab mengapa waktu penyelesaian sertipikat menjadi lama, bisa
karena ketidak lengkapan persyaratan, tidak cepat dipenuhinya kewajiban
membayar BPHTB, menjelaskan kondisi pegawai yang sangat terbatas,
ataupun menjelaskan faktor non teknis lainnya seperti sering terjadinya
pemadaman listrik dan sering tidak terkoneksinya jaringan internet,
sehingga masyarakat akan mengerti dan memahami dengan kondisi
tersebut.

Biaya, selain disampaikan secara jelas dan terbuka juga dapat dilihat pada
papan informasi, dan disampaikan juga kemungkinan ketambahan biaya
yang akan dikeluarkan seperti biaya BPHTB bagi yang kena dan
sebaiknya disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat melalui brosur-
brosur yang diedarkan.

Kualitas Produk, perlu kehati-hatian dan koreksi yang berjenjang dari

pegawai kantor pertanahan, agar sertipikat yang dihasilkan tidak ada
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cacat. Mengingat sertipikat merupakan produk hukum yang berkaitan
dengan keabsahan seseorang sebagai pemegang Hak Atas Tanah.

f. Kompetensi Pegawai, perlu dilakukan peningkatan kemampuan pegawai
melalui keikut sertaan pada setiap pendidikan dan pelatihan yang
diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

g. Perilaku Pegawai, oleh setiap pegawai harus tetap dijaga keramahan
dalam melayani, agar masyarakat merasa selalu diperhatikan dan dilayani
secara baik.

2. Faktor-faktor penentu kualitas pelayanan

a. Dilihat dari faktor organisasi, perlu adanya penambahan SDM terutama di
seksi teknis yang berkaitan langsung dengan proses penerbitan sertipikat,
khususnya di seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan dan seksi Penetapan
Hak dan Pendaftaran.

b. Perlu adanya peningkatan disiplin kerja pegawai melalui pembinaan dan
pengawasan dari pimpinan pada setiap kesempatan.

c. Perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
pelayanan, seperti penambahan kenderaan operasional, dan pengadaan

alat ukur.
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